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ABSTRAKSI 

Nama : RASDIYANTO 

NIM  : 202010110311404  

Judul  : KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU 

PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 632/Pid.B/2021/PN Ckr) 

Pembimbing  : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 

  2. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H 

Pembunuhan berencana yaitu suatu perbuatan mengambil nyawa  orang lain, 

dengan adanya konsep waktu dan metode, tujuannya supaya aksinya bisa berjalan 

dengan lancar dan paling penting untuk mengelabui aparatur kepolisian. Pada salah 

satu tindak pidana pembunuhan dicikarang pada tahun 2021 terpidana bernama 

Endang Sutiawati Alias Tato Alias Akil Bin Anen dipidana oleh hakim sesuai 

dengan dakwaan Pertama jaksa yaitu “ Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-

1 KUHP”, dalam Amar putusan tersebut terdakwa telah secara sah dan meyakinkan 

melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Pada  putusan penulis 

melihat, hakim dalam putusan nya tidak menguraikan bagaimana unsur pasal 

tentang kualifikasi pelaku dalam melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 

55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

bahasan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR menurut hukum pidana di indonesia dan 

akibat hukum Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr jika tidak memuat salah satu 

ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. 

menggunakan Jenis dan sumber analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, 

serta mengidentifikasi implikasi praktisnya. Melalui Teknik pengumpulan data 

yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan kualifikasi perbuatan Terdakwa 

Endang Sutiawan Als TATO Als Akil Bin Anen telah nyata melakukan perbuatan 

dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Saiin 

Bakdun yang merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai 

orang yang Melakukan atau Turut serta melakukan. Akibat hukum dari kurangya 

kualifikasi perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut adalah  batal demi hukum, 

dimana putusan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, putusan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan/legalitas dan akibat hukum, dan yang terakhir adalah 

putusan tersebut sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat 

dilaksanakan. Namun Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi 

hukum, keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi, dan harus ada 

pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi, melalui upaya hukum  selanjutnya. 
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Jadi apabila salah satu unsur dalam pasal 197 ayat (1) tidak terpenuhi, maka putusan 

Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr batal demi hukum, sebagaimana yang diatur lebih 

lanjut oleh Pasal 197 Ayat (2) yang berbunyi” Tidak dipenuhinya ketentuan dalam 

ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 

hukum”. Saran dan masukan untuk Majelis Hakim, dalam menyusun putusan harus 

dilakukan secara integralistik, hati-hati dan teliti serta diharapkan agar dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantias kinerja hakim serta memperbaiki kinerja dalam 

membuat putusan pengadilan dengan pertimbangan yang baik. bagi Penasehat 

Hukum ketika terdapat kesalahan aspek formil maupun materiil terhadap putusan 

cliennya, dapat mengajukan upaya banding atau kasasi sebelum putusan 

berkekuatan hukum tetap. 

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, Kualifikasi pelaku, akibat hukum .   
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ABSTRACT 

Name : RASDIYANTO 

NIM  : 202010110311404 

Title  : KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU 

PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 632/Pid.B/2021/PN Ckr) 

Mentor  : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 

  2. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H 

Premeditated murder is an act of taking the life of another person with the concept 

of time and method.  The purpose of premeditated murder is so that the murder can 

run smoothly, and most importantly to deceive the police.  Referring to one of the 

criminal acts of premeditated murder that occurred in Cikarang in 2021, the convict 

named Endang Sutiawati Alias Tato Alias Akil Bin Anen was convicted by the 

judge in accordance with the prosecutor's first indictment, namely "Article 340 of 

the Criminal Code Jo.  Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code", in the 

decision, the defendant has legally and convincingly committed premeditated 

murder together.  In the author's decision, the judge in his decision did not explain 

the elements of the article regarding the perpetrator's qualifications for committing 

premeditated murder in accordance with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal 

Code.  In the author's decision, the judge in his decision did not explain the elements 

of the article regarding the qualifications of the perpetrator in carrying out 

premeditated murder in accordance with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal 

Code.  The author is interested in conducting research discussing the qualifications 

of the perpetrators of the crime of premeditated murder in Decision Number 

632/Pid.B/2021/PN CKR according to Indonesian criminal law and the legal 

consequences of Decision Number 632/Pid.B/2021/PN Ckr if it does not contain  

one of the provisions in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code 

(KUHAP).  The research method used is a normative approach.  This research uses 

types and sources of analysis of primary and secondary legal materials and 

identifies practical implications.  The data collection technique used is literature 

study.  The results of the research show that the qualifications for the actions of the 

Defendant, Endang Sutiawan Als TATO Als Akil Bin Anen, were that he clearly 

carried out the act intentionally and with a plan in advance to take the life of the 
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victim Saiin Bakdun, which is one unit of action as referred to as the person who 

committed or participated in carrying it out. The legal consequence of the lack of 

qualification of the defendant's actions in the decision is that it is null and void.  The 

decision is considered to have never existed in the first place, the decision has no 

force/legality and legal consequences, and the decision has absolutely no power of 

execution or cannot be implemented.  However, even if the law defines something 

as null and void, the situation being null and void does not automatically occur, 

there must be an official statement from a higher authority, through further legal 

action.  Thus, if one of the elements in Article 197 paragraph (1) is not fulfilled, 

then decision Number 632/Pid.B/2021/PN Ckr is null and void, as further regulated 

by Article 197 Paragraph (2) which reads "No  Fulfillment of the provisions in 

paragraph (1) letters a, b, c, d, e, f, h, j, k and I of this article will result in the 

decision being null and void."  Suggestions and input for the Panel of Judges, in 

preparing decisions it must be done in an integralistic, careful and thorough manner 

and it is hoped that this can increase the quality and quantity of the judge's 

performance and improve performance in making court decisions with good 

consideration.  Apart from that, legal advisors who find errors in formal or material 

aspects of their client's decision can file an appeal or cassation before the decision 

becomes legally binding. 

 

Keywords: Premeditated murder, qualifications of the perpetrator, legal 

consequences 
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